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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1814);

tentang

Selatan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959

Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera
1.

a. bahwa dengan telah dlundangkannya Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

maka untuk tertib pelaksana~nya perlu disusun uraian

tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturaa Gubemur

tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TENTANG

NOMOR 11 TAHUN2013

PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Mengingat

Menimbang



Menetapkan: PERATURANGUBERNUR TENTANG URAlAN TUGAS DAN

FUNGSIBADANKESATUANBANGSADANPOLITlKPROVINS!

SUMATERASELATAN.

MEMUTUSKAN:

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubab, terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2C04 tentang

Pernerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran

Negara Rcpublik Indonesia Nomor4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaterr/Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor4737);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Seiatan Nomor 9

Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lcmbaga Teknis Daerab Provinsi Sumatera Seiatan

(Lcmbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D)

sebagaimana teJah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tabun 2012 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tabun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lcmbaga Tekhnis Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daJam
Pasal 2, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan

politik;
b. pelaksanaan fasilitasi organisasi politik dan organisasi

sosial;
c. penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang

kesatuan bangsa dan polltik;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaJuasi di bidang

kesatuan bangsa dan politik;
e. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum,

perencanaan, kepegawaian, keuangan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

KepaJaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
membantu Gubemur daJam penyelenggaraan pemerintahan
provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB II
URAlANTUGASDANFUNGSI

BagianKesatu
KepaJaBadan

PasaJ 2

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan ;
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
3. Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4. Badan Kesaruan Bangsa dan Politik adaJah Badan

Kesatuan Bangsa dan PolitikProvinsiSurnatera Selatan.
5. KepaJaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik adaJah KepaJa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera
SeJatan.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

3
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(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan

administrasi surat menyurat serta kearsipan;
b. menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
C. melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, nurnas

dan keprotokolan;
d. melaksanakan administrasi kepegawaian dalarn bidang

formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian,
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian
pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas/ izin
belajar;

Pasal6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal4, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. penyiapan perencanaan dan program di bidang kesatuan

bangsa dan politik;
b. pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan,

pemeliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;

f. pelaksanaan urusan administrasi persuratan dan

kearsipan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan Cungsinya.

Pasal5

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala 8adan
Kesatuan 8angsa dan Politik dalam melaksanakan
penyusunan program, perencanaan dan pelaporan, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan serta
memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua
unsur di lingkungan 8adan Kesatuan 8angsa dan Politik.

8agian Kedua
Sekretaris
Pasal4

4



pemeriksaan keuangan;
f. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kcgiatan;
h. mengelola perlengkapan dan pengadaan barang;

laporanatastanggapanbahan

laporan
pengelolaan

d. melaksanakan penyusun an
pertanggungjawaban atas pelaksanaan

keuangan;
e. roenyiapkan

(3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai
tugas:
a. melaksanakan penyusunan reocana keuangan;

b. melaksanakan urusan administrasi keuangan dan
perjalanan dinas;

c. melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai serta
perbendaharaan ;

(2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
a. rnengumpulkan, mengolah dan mcnghimpun data

kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan

program dan pelaporan;
b. menghimpun data dan melaksanakan penyusunan

program anggaran dan penyiapan informasi;

c. mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;

dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai
untuk validasi dan kepegawaian;

f. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan/
tanda jasa, hukuman disiplin, pemberheotian pegawai
dan pensiun;

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan;

dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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(1) Subbidang Bina Ideologimempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pengembangan dan evaluasi program penguatan

ideologinegara;

Pasal9

negara;
d. penyiapan bahan kebijakan dan fasiJitasi penghayatan

nilai-nilai sejarah kebangsaan;
e. penyiapan bahan kebijakan fasilitasi terhadap ancaman

disintegrasi bangsa;
f. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pembinaan

pembauran dan kewarganegaraan;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina

ideologidan wawasan kebangsaan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Bidang Bina ldeologi dan Wawasan Kebangsaan
mempunyai fungsi :
a. penyiapan kebijakan dan Iasilitasi ketahanan ideologi

negara;
b. penyiapan bahan kebijakan, mediasi dan fasilitasi

pengembanganwawasan kebangsaan;
c. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela

Pasa18

Bidang Bina Ideologidan Wawasan Kebangsaan mernpunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa
dan Politikdi bidang bina ideologidan wawasan kcbangsaan.

Bagian Ketiga
BidangBina Ideologidan WawasanKebangsaan

Pasal7

i. menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan
urusan perlengkapan; dan

J. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, BidangKewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta

Iasilitasl kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen
keamanan;

b. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta
pemantauan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;

c. penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi serta
pelaksanaan penanganan konflikpemerintahan;

PasaJ 11

Bidang Kewaspadaan NasionaJ mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan

Politikdi bidang kewaspadaan nasionaJ.

Bagian Keempat
Bidang Kewaspadaan NasionaJ

PasaJ 10

(2) Subbidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pcrumusan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoring dan evaluasi penguatan wawasan

kebangsaan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pembinaan serta sosialisasi wawasan kebangsaan;
c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoring dan evaJuasi implementasi wawasan
kebangsaan;dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pembinaan dan sosialisasi ideologi negara;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi
implementasi ideologinegara; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya

7



Bidang Ketabanan Seni, Budaya, Agama, Kcmasyarakatan
dan Ekonorni mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik di bidang
kctabanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan

ekonorni.

BagianKelima
BidangKetahanan Seni, Budaya, Agama,

Kcmasyarakatandan Ekonomi
Pasal13

(2)Subbidang Penanganan Konflikmempunyai tugas :
a. mcnyiapkan baban kebijakan dan fasilitasi

pelaksanaan penanganan konflik pemerintahan dan
sosial;

b. menyiapkan baban kebijakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan penanganan konflik pemcrintahan dan
sosial; dan

c. mclaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1)Subbidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan
LembagaAsingmcmpunyai tugas :
a. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi pemantapan kewaspadaan
dini dan kerja sama intelijen keamanan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi
serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengawasan kegiatan orang asing dan lernbaga asing;
dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal12

d. penyiapan bahan kcbijakan dan fasilitasi pelaksanaan

penanganan konflik sosial;

e. penyiapan bahan kcbijakan dan fasilitasi pelaksanaan

pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama,

Kemasyarakatandan Ekonomimempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi
ketahanan sumber daya alam dan penanganan
kesenjangan perekonomian;

b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan
fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan

perdagangan, investasi, fiskaldan moneter;
c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembinaan
organisasi kemasyarakatan, perekonomian dan perilaku

masyarakat;
d. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoringdan evaluasi ketahanan lembaga
usaha ekonomi;

e. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan

ekonomi;
f. pengumpu1anbahan untuk melaksanakan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kerukunan umat beragama dan kepercayaan;

g. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan
fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembauran dan akulturasi budaya;
h. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;

1. pengumpulan bahan untuk melaksanakan kebijakan dan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

9
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(2)Subbidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan

Ekonomi mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan

fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi
ketahanan sumber daya a1am dan penanganan

kesenjangan perekonornian;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan

dan Iasilitasi serta monitoringdan evaluasi ketahanan
perdagangan, investasi, fiskaldan moneter;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan

dan fasilitasi serta monitoringdan evaluasi pembinaan
organisasi kemasyarakatan perekonomiandan evaluasi
ketahanan lembaga usaha ekonomi dan perilaku

masyarakat;
d. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan
kompilasiorganisasi masyarakat;

e. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan

organisasi masyarakat;
f. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan

mengarsipkan data organisasi kemasyarakatan,

penyelesaian administrasi serta pemberian bantuan
dana yang dibutuhkan organisasi kemasyarakatan;

(1)Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai

tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoringdan evaluasi pelaksanaan pelestarian

kesenian dan pengembangannilai-nilaikesenian;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoringdan evaluasi pelaksanaan pelestarian

dan pengembangannilai-nilaikebudayaan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

10
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16, BidangPolitikrnempunyaifungsi :

a. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan

evaJuasiimplementasikebijakan politik;

b. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan

evaJuasikelembagaan politikpemerintahan;

c. penyiapan bahan kebijakan, Iasilitasi, monitoring dan

evaluasi kelembagaan partai politik;

d. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi, monitoring dan

evaJuasipendidikan budaya politik;

e. penyiapan bahan kebijakan, fasilitasi dan monitoringserta

evaJuasipemilihan umum; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik

daJam negeri daJam rangka menjaga keutuhan Negara

Kesatuan RepublikIndonesia.

Bagian Keenam
BidangPolitik

Pasal 16

g. melaksanakan komunikasi dan mediasi serta

memantau kegiatan organisasi kemasyarakatan serta

menganalisa dan mengevaJuasi hasil kegiatan

organisasikemasyarakatan;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoring dan evaJuasi pelaksanaan kerukunan

umat beragama dan kepercayaan serta pelestarian

nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan; dan

I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11
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(2)Subbidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi

Pemilu mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan kebijakan, fasilitasi serta

monitoring dan evaluasi keJembagaan politik di

provinsi dan di kabupaten/kota;

b. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan

mengarsipkan data organisasi politik;

c. melaksanakan penyelesaian administrasi, pemberian

fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkau organisasi

politik;

d. melaksanakan komunikasi, mediasi dan memantau

kegiatan organisasi politik serta menganalisa dan

mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;

e. menyiapkan bahan perurousan kebijakan dan fasilitasi

serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan

umum wakil rakyat dan pemilihan umum Presiden dan

Wakil Presiden; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbidang lmplementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan

PoJitik mempuoyai tugas :

a. meoyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi

peoyelenggaraan pendidikan budaya politik;

b. menyiapkan bahan kebijakan, monitoring dan evaluasi

penyeleoggaraan pendidikan budaya politik;

c. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan faeilitasi

pendidikan budaya politik;

d. menyiapkan bahan kebijakan, pengembangan budaya

politik dan fasilitasi pendidikan politik; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal18

12



Ii Ji '"'T'iT'"'"-

.... --BERlTADAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2013 NOMOR 11

Ditetapkan di PalembangIJ pada tanggal 19 Maret 2013
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Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2013
SEKRETARISDAERAJ-IPROVlNSI

SUM TERASELATAN,

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

memerin tahkan

LUI denganGubernurPeraturan
orang mengetahuinya,Agar setiap

pengundangan

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan
[Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor
10 Sen D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABIll
KETENTUANPENUTUP

Pasal 19
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